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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
: NOMOR < TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIEOTA METRO,

bahwa arsip merupaksan sumber informasi, pertanggungjawaban,
kajlan dan perdmusan kebijakan pemerintah daerah  serta
merupakan memori kolektif yang memiliki nilai dan arti penting
scrta strategis, sehingga harus diselengparakan secara haik:

bahwa untuk menjamin ketersedisan arsip vang autentik, utuh
dan terpercaya, dalam rangka mendukung terwujudnya tata
kelola pernerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan
pelayanan publik, penyelenggaraan kesrsipan haris dilaloukan
dalam sistern penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif,
terpadu dan berkesinambungan sesuail dengan prinsip, keaidah
dan standar kearsipan;

bahwa penyelenggaran kearsipan merupakan kewenangan
Femerinlah Daerah berdasarken Pasal 12 avat (2) hurof r
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomaor @ Tahun 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebugaimana dimalsud dalam
huraf a, hurmf b dan huraf ¢, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang MNomor & Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 3674);

Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati 1T Way Kanan, Kabupaten Dati I Lampung Timur
dan Kotamadya Dab Il Metro {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 12, Tambahan Lembaran Hcgara
Eepublik Indonesia Nomor 3825):
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 lentang Informast dan
Transaksi Elektronik {Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun

2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 454-3);

2.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbubkaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomar 61, Tambahan Lembaran Negars Republik
IndoncsiaNomord 846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
5038);

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 2071);

8.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentulan
Peraturan Perundangundungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomeor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6308);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentlang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebapaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomeor %9 Tahun 2015 (Lcmbaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5679);

10, Peraturan Pemeriniash Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undung-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan TInformasi Publik [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9%, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan Pemerintah Nomer 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5826);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 HNomor 215, Tambahan Lembaren Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundanpg-undangan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
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14. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembeniukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Eepublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) schagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor L37),

15, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomaor 24 Tahun 2012 IEntahg
Materi Muatan Peramuran  Daerah  lentang Penyelenggaraan
HKearsipan;

16, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nornor 806);

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 25 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Kearsipan di  Provinsi Lampung
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 25,
Tamhbahan Lembaran Dacerah Provinsi Lampung Nomor 25);

18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tenlang
Fembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro
[Lembaran  Daerah Kola Metro Tahun 2016 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Meto  Nomor  24)
sebagaimana teleh diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Metro Nomor 9 Tahun 2019 [Lembaran Dacrah Kota Melro
Tahun 2019 Nomer 9, Tambahan Lembaran Dacrah Kota Metro
Nomeor Y9},

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan
WALIKOTA METRO
MEMUTUSHAN :
Menctapkan : PERATUORAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEARSIPAN.

BAE 1

HKETENTUAN UMUM
Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Eota Metro,

2. Pemerintah Dacrah adalah Kepala Daerah  scbagai unsur
penyelenggars. Pemcrintahan  Daersh vang  memimpin
pelaksanaan urisan pemerinighan yvang menjadi kewenangan
daerah olonom.,

3. Walikota adalah Walikota Metro.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah wang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
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10.

11.

12,
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14.

15.
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17.

15.

19,

20

AL

23,

Drg_a_nisasi Perangkat Daerah yang selanjutnye disingkat OPD adalah satuan
kena perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro,

Badan Usaha Milik Daerah yang sclanjutnva disinglkat BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atan sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media scsual dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi pelitik, organisasi kemasyarakatan dan
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyaralkat, berbangsa dan
bemepara.

Penyelengguraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kehijakan,
pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suaty sistem kearsipan
nasional yang didukung oleh sumber dava manusia, prasarana dan sarana,
serta sumber daya lainfiva,

Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan sccara langsung dalam kegisian
pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertenlu,

Arsip Vital adalah arsip yang keberadasnnyva merapalkan persyaratan dasar
bagi kelangsungan tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila
rusak atau hilang,

Arsip aktif adalah arsip yvang frekuensi pengpunaannya tinggi dan/atan teris-
ITIENerus.

Arsip Inaktil adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

Arsip Statis adalah arsip yang diciptakan oleh pencipta arsip karena
mempunysi nilai kescjarahan, telah habis retensinya dan berkcteranpgan
dipermanenkan yang telah diverifikasi baik sccara langsung maupun tidak
langsung oleh Arsip Nasional Republik Indoncsia dan/atau Lembaga Kearsipan
Daerah.

Arsip Terjaga adalah arsip negara vang berkaitan dengan keberadaan dan
kelangsungan  hidup bangsa dan Ncgara vang haerus dijaga keutuhan,
keamanan dan keselamatannya,

Arsip Umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam katepnri arsip terjaga.

Arsipans adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan vang
diperoleh mengenai pendidikan [ormal dan/atau pendidikan dan pelatihan
kearsipan scrta mempunyai fungsi, tugas dan tangpung jawah melaksanakan
kepiatan kearsipan.

Akses Arsip adalah ketersediesn arsip scbhagal hasil dari kewenangan hulum
dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu unmuk mempermudah
penemuan dan pemanfaatan arsip.

Lembags heursipan Daerah adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan
langgung jawab dibidang pengelolaan arsip statis dan pernbinasn kearsipan.

Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam
pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip
dinarnis.

Unil Pengolah adalah unit kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas
dan langgung jawab mengolah semua arsip vang berkaitan dengan kegiatan
penciptaan arsip di lingkungannya.

Unit Kearsipan adalah unit kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas
dan langegung jawab dalam penvelenggaraan kearsipan,
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23,

24,

25

26,

27

28,

29
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31,

a2,

33.

34.

35.

S

37,

RKetensi Arsip adalah jangka waktu proyimpanan yang wajib dilakukan
terthadap sualu jenis arsip.

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah dafrar vang berisi
paling scdikit jangka waktu penyimpanan atau relemsi, jenis arsip dan
keterangan wvang berisi rekomendasi tenlang penetapan suatl jenis arsip
dimusnahkan, dinflai kembali atau dipermanenkan vang dipergunakan sebagai
pedouman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan Jenis arsip dengan cara
pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan
arsip yang tidak mempunyui nilai guna dan penyverahan arsip stalis kepada
lembaga kearsipan.

Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara
cfisicn, elektif dan sisternatis meliputi  penciptasan, pengegunaan  dan
pemeliharaan serta penyusutan arsip.

Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis sccara efisien,
cfektif dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan,
pendayagunaan dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional,

Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada
lembaga kearsipan yang diluksanakan melahii kegiatan penverahan arsip statis
dan hak pengelolaannya dan pencipta arsip kepuda lembaga kearsipan.

Alih Media adalah proses mengubah arsip tekstual menjadi arsip media baru,

Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnys disingkat SKD adalah suatu system
yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antara berbagai komponen
yang memiliki fungsl dan tugas tertenty, interaksi antar pelaku serta unsur
lain  yang saling mempengaruhi  dalam  penyvelenggaraan  kearsipan
dilingkungan Pemerintah Kota Metro.

Sistemn [nformasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut SIKD adalah
system informasi arsip dilingkungan Pemerintah Kota Mctro yang dikelola oleh
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
kearsipan yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan Kola Metro,

Jaringan Informasi Kearsipan Daerah, yang selanjutnya disingkat JIKD adalah
sistern  janngan informasi dan  sarana  pelayanan  arsip  dilingkungan
Pemerintah Kota Metro yang dikelola oleh perangkat daerah  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan.

Daftar Pencarian Arsip vang selanjutnye disingkal DPA adalah daftar berisi
arsip yvang memililk nilai puna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara
langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh
lembaga Kearsipan serta diumumbkan kepada publik,

Pemeliharaan Arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan dan
keselamatan arsip baik fsik maupun informasinya,

Pengpunaan Arsip adalah kegiatan pemanfeatan dan penyediaan arsip bagi
kepentingan pengpuna arsip vang berhak.

Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang
tersusun secara sistematis dan logis sesusi dengan konteks kepinlannya
sehingga menjadi satu berkas karema memililkd hubungan informasi, kesamaan
Jjenis atau kesamaan masalah dari sustu unit kerja.

Frogram Arsip Vital adalah tindakan dan prosedur yang sisternartis dan
tcrencana  yang  bertujusn untuk memberikan  perlindungan dan
menyelamatkan arsip vital pencipta arsip pada saat darurat atau setelah
terjadi musibah.
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38. Sumber Daya Kearsipan adalah dukungan terhadap sistem lkeearsipan nasional

30,

40

berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, organisasi Kearsipan
dan pendanaan,

Preservasi adalah kescluruhan proses dan kega dalam rangka perlindungan
arsip terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak dan restorasif perbaikan
bagian arsip yang rusak.

Anggaran Pendapalan Belanja Dasrah yang selanjutnya disingkat APBD arlalah
rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujud oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah.

BAE 11
MAKSBUD, TUJUAN, ABAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan
sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan daerzh.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan untk :

a.

1

Menjamin lerciptanya arsip dari kegiatan vang dilakukan cleh penyelengsara
pemerintahan  daerah, BUMD, sckolah, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan dan perorangan, serta Lembaga Kearsipan Daerah sebagai
penvelenggaraan kearsipan daerah;

Menjamin ketersediaan arsip yvang autentik dan terpercava sebagai alat bulkti
yang sah;

Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

Menjamin pertindungan kepenitingan negara dan hak-hak keperdataan ralyat
melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip vang autentik dan terpercaya;

Mcndinamiskan penyelenggaraan kearsipan daerah sebagai suatu sistem
komprehensif dan terpadi;

Memjamin kesclamatan dan keamanan arsip schagai bukri
pertanggungjawaban  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bermegara;

Menjamin keselamatan asset daerah dalam bidang cekonomi, sosial, politik,
budaya, pertahanan serta keamanan sebagai identitas jati diri bangsa; dan

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan
arsip yang autentik dan terpercaya.

Menimgkatkan kualitas kesadaran aparatur Pemerintah Daerah, BUMD,
Masyarakal, Perscorangan dalam hal penvelenggaraan kearsipan guna
mewijudkan sistermn penyelenggaraan kearsipan vang baik.,
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Bagian Kedua
Azas

Pasal 4

Penyelenggaraan kearsipan dileksanakan berasaskan -
a. Kepastian huloum;

kKeaulentikan dan keterpercayaan;

25

Keutuhan;

Asal-usul (principle of provenance|;
Aluran asli (principle of original order;
Keamanan dan kesclamatan:
Profesicnal;

Responsif:

Antisipatif;

Partizsipatif:

k. Akuntabilitas;

Kemanfaatan:

Alcsesbilitag,

Kepentingan umum; dan

Kearifan lokal,

=3 TR oM RO

° 8 g

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal &
(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi :
Penyveletipgaraan kearsipan;
Pengelolaan arsip;
Pengembangan sumber daya manusia;

Darang den prasarana;

El
b
i
d
e. Perlindungan dan penyelamatan arsip;
f. SIKD dan JIKD;

£ Layanan jasa kearsipan;

h. Kerjasama, partisipasi masyarakat dan sosielisasi;
Pendanaan;

1. Pengendalian dan pengawasan;

—_-

k. Larangan; dan
1. Sanksi.
(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayal (1) menjadi tangsung jawab

pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Dacrah secara
komprehensif dan terpadu,
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(1}

()

{3}

(4]

(5)

(6]

BAB III
PENYELENGARAAN KEARSIPAN

Bagian Kesatu

Umum
Pazal 6

Penyelenpgaraan Kearsipan Daerah dilaksanakan oleh
a. LKO; dan

b. OPD, BUMD dan Lembaga Lainnya,

Penyelenggaraan Kearsipan pada OPD dan BUMD sebagaimana dirmaksud pada
ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Unit Kcarsipan dan Unit Pengolah,

Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] meliputi unit kerja yang
memiliki fungsi kesekretariatan atau ketatausahaan pada OPD dan BUMD.

Unit Pengolah schagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi secmua unit kerja
pada OPD dan BUMD,

Penyclenggaraan Kearsipan pada Lembaga Lainnya sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) hurul b dilakukan oleh unit/pengurus yang diberi tanggung
jawab untuk mengelola Arsip.

Kelentuan lebih lanjut mengenai tugas unit kearsipan dan unit pengolah pada
OFD, BUMD, dan Lembaga Lainnye diatur dalam Peraturan Walikota,

Pagal T

LED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayvat (1) huruf a bertugas:

a.
k.

C.

Menyusun kehijakan kearsipan Daerah;
Menyusun Program Arsip Vital;

Mengelola Arsip inaktf yang memiliki retensi paling sedikit 10 {sepuluh) tahun
vang beraaal dan OFD, BUMD, dan Lembaga lainnya;

Melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap OPD, BUMD, Lembaga lainnya,
dan masyarakat;

Melaksanakan pemusnahan Arsip vang sudah habis retensinya bagi Arsip vang
memiliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh} tahun sesuai JRA:

Melaksanakan Pengelolaan Arsip Statis vang diterima dari OPD, BUMD,
Lembaga Lainnya, dan masvarakat; dan

Meclaksanakan pengembangan sumber daysa manusia kearsipan.

Pagal 8

OFD, BUMD dan Lembaga Lainnva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf b bertugas :

a,
b

Mengelola Arsip Akl di lingkungannya:

Mengelola Arsip Inaktil yang memiliki retensi kurang dari 10 (sepulub) tahun
di lingkungannya;

Mensusun Program Arsip Vital;
Mengelola Arsip Vilal,

Memindahkan Arsip yvang memiliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun
kepada LED;
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f.  Melaksanakan perusnahan Arsip yang memiliki retensi kurang dari 10
{sepuluh) tabun sesuai JRA;

2. Menycrahkan Arsip Statis kepada LED; dan

h. Melaksanakan pembinaan  dan pengembangan  pengelolaan  Arsip  di
lingkungannya.

Bagian Kedua
Unit Kearsipan dan Unit Pengolah

Pasal 9

Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat (3), memiliki tugas :
4. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktf dari unit pengolah dilingkungannys;

b.  Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
¢, Melaksanakan pemusnahan arsip dilingkungannya;

Mempersiaplkan penyerahan arsip sfatis vlch pimpinan pencipta arsip kepada
LKD: dan

c. Melaksanakan pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan
keatsipan dilingkungannya.

Pazal 10

{1} Pencipta arsip berlanggung jawab lerhadap penyelenggaraan kearsipan
melelul 3K dan pelaksanaannya dilakukan oleh unit kearsipan pada masing-

masing pencipta arsip,

(4} Unit kearsipan pada masing-masing pencipta arsip sebapaimana dimaksud
pada ayat (1), menjadi tanggung jawab sckretariat pada OFD, BUMD dan
Lembaga lainnya.

Pasal 11

Unit pengolah kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat (4) meomilikd
tugas .
a. Mengolah arsip aktf; dan

b, Menyerahkan arsip inaktif kepada unit kearsipan.

BAB IV
PENGELOLAAN ARBIP

Bagian Kesatu

Umum
Pasgal 12
{1] Pengelolaan Arsip dilakukan rerhadap arsip dinamis dan arsip statis,

(2] Pengelnlaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayal (1) meliputi :
#.  Arsip Vital:

b.  Arsip Aktif; Dan
c.  Arsip Inaktf,

(2} Pengelolaan arsip dinamis sebagmimana dimaksud pada ayat (2 meliput :
A.  Penciptaan arsip,
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=)

=)

(7}

(1)

(2]

(3}

()

(1)

(2)

(3]

(4)

b. Penggunaan dan pemecliharaan arsip; dan
. Penyusutan arsip.

Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayal {1} dan ayat {2)
menjadi tanggung jawab pencipta arsip yaitl semua OPD dan BUMD.

Pengelolaan  arsip statis sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggung jawab Lembaga Kearsipan Daerah.

Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada (1), Lembaga Kearsipan
Daerah mempunyai tugas

#,  Ablmisisi arsip statis:

Ir.  Pengolahan arsip statis;

. Prescrvasi arsip statis: dan

d.  Akses arsip statis,

Pengeloluan  Arsip scbagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan oleh
arsiparis dan/atau tenaga pengelola kearsipan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Arsip Dinamis

Paragraf 1
Penciptaan Arsip
Pasal 13

Penciptaan arsip scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf g
meliputi kegiatan
a. Pembualan arsip; dan

b.  Penerimaan arsip.

Pembuatan dan penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada avat (1],
dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip serta sistem
klasifikasi kearnanan dan akses arsip.

Tata naskah dinas, klasifikasi arsip dan sistermn klasifikasi kemmanan serta
akses arsip scbagaimana pada ayat (2} ditetapkan oleh Walikota, sesuai detigan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata naskah dinas, klasifikasi arsip, JRA dan sistem klasifikasi keamanan dan
akscs arsip pada pencipta arsip diluar pemerintah daerah ditetapkan oleh
pimpinan pencipta arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 14
Pemnbuatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 avat (1) hurul a,
wajib diregistrasi,

Arsip vang sudah diregistrasi didisiribusikan kepada pihak yvang berhak secara
cepat dan lepat waktu, lengkap serta aman,

Pendistribusian arsip sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) diikuti dengan
tindakan pengendalian.

Pernbuatan arsip oleh pencipta arsip wajib menjaga autentisitas berdasarkan
tata naskah dinas,
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Pasal 15
Penierimnaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huraf b
dianggap sah sctelah ditenima oleh petugas atau pthak yang berhak menenma.

Penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diregisirasi aleh
pihak yang menerima,

Arsip yvang diterima sebagaimana dimaksud pads avat (2] didistribusikan
kepada Unit Penpolah diikuli dengan tindakan pengendalian.

Penenmaan arsip dan pencipta amp wagib menjaga aulentisitas berdasarkan
tata naskah dinas,

Pasal 16
Kepinlan registrasi  dalam  pembuatan dan penerimaan arsip  wajib
didokurnentasikan oleh uml pengelola dan uml kearsipan.

Linil pengolab dan umit kearsipan memelihara dan menyimpan dokumentias
pemmbuaian dan penerimaan arsip.

Paragraf 2
Penggnnaan dan Pemeliharaan Arsip

Pasal 17
Pengegunaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)
huruf b diperuntukkan bag kepentingan Pemenntah Dacrah dan masyarakat,

Kelemediaan dan autenlsilas arsip dinamis menjadl langgung jawsb pencipla
ATSIP.

Pimpinan unit pengolah bertangpung jawab lerthadap kelersediaan, pengolahan
dan penyajan arsip vital dan arsip aktlf.

Fimpinan unil kearsipan bertanggungjawab terhadap ketersediaan, pengolahan
dan penvajlan arsip nskil untuk kepenbngan pengpunasan mternal dan
kepentingan publik,

Dalam rangka ketersedipan arsip untuk kepentingan akses, arsip dinamis
dapat dilakukan alih media.

Pasal 18

Penggunaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayal (J)
dilaksanakan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.

Pasal 19

Pengpunaan arsip dinamis oleh pengpuna vang berhak dilaksanakan berdasarkan
kelentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1)

Pasal 20

Pemeliharaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat [3} hurua!f b
dilalukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan  an
keselamatan arsip.
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Pemehharaan arsip dinamis meliputi pemeliharaan arsip vital, arsip aktl dan
arsip inaktif baik yang termasuk dalam kategori arsip terjaga maupun arsip
Utruam,

Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan melalu kegiatan :
a. Pemberkasan arsip aktf;

k.  Penataan arsip inaktif;

¢.  Penyimpanan arsip; dan

d.  Alih media arsip.

Relentuan lebih lanjut mengenal keplatan tata cara pemberkasan arsip aktif,

penataan arsip inaklif, penyimpanan arsip dan alih media arsip dietur dalam
Feraturan Walikoly,

Pasal 21
Pemberkasan arsip akul sebagaimsna dimaksud dalam Pasal 20 ayat [3)
huraf a dilakuksn setelah proses pelaksanaan kegiatan selesai.
Arsip aktif diberkaskan berdasarkan klasifikasi arsip.

Hasil pemberkasan sehbagaimana dimaksud pada ayat (2} dibuat daftar arsip
aktif.

Pemberkasan arsip aktl dan pembuatan daftar arsip aktif menjadi tanggung
jawab pimpinan unit penpolah dan dilaksanakan oleh arsiparis dan/atau
tenaga pengelola arsip,

Pasal 22

Penyimpanan arsip sebagaimana dimaksad dalam Pasal 20 ayat {(3) huruf o,
dilakulkan terhadap arsip aktil yang sudah didaftar dalam daftar arsip.

Penyimpanan arsil aktl menjadi tanggung jawab pimpinan unit penpolah,

Penyimpanan arsip aktil scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk menjamin keamanan [wk dan informasi arsip selama jangka wakity
penyimpanan arsip herdasarkan JRA.

Pasal 23

Alih media arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 avat (3) huruf d
dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun sesual kemajuan teknolog
informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangar.

Dalam melakukan alih media arsip pimpinan masing-masing pencipta arsip
menetapkan kebijakan alih media arsip.

Alih media arsip dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip dan nilai
informasi.

Arsip yang dialihmediakan ietap disimpan untuk kepentingan hukum
berdasarkan ketentizan Perafuran Perundang-undangan.
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Alih media arsip diautentikasi oleh pimpinan dilingkungan pencipta arsip
dengan memberikan tanda tertentu yang dilckatkan, terasosiasi atau terkait
dengan arsip hasil alih media.

Pelaksanaan alih media dilakuican detngan membuat berita acara yang disertai
dengan dafiar arsip yang dialihmediakan.

Berita acara alih media arsip dinamis sekurang-kurangnys memuat :
Waktu pelaksanaan;
Tempat pelaksanaan;

Jenis media;

e L~

Jumlah arsip;

€. Keterangan proscs alih media vang dilakukan;

f.  Pelaksans; dan

g. Penandatangan oleh pimpinan unit pengolah dan atau vnit kearaipan,
Daftar arsip dinamis vang dialihmediakan sckurang-kurangnya memuat ;
a.  IInit pengolah;

b Nomor urut;

c.  Jenis arsip;

d.  Jumlah arsip;

& Kurun waktu; dan

[.  EKctcrangan.

Pl:li:ikﬂa.naa.n alih media arsip dinamis dilctapkan oleh pimpinan pencipla
arsip.

Arsip hasil alih media dan hasil cetaknya merupakan alat bukt yang sah
scsual dengan ketentuan Peraluran Perundang-undangan.

Pasal 24
Pemeliharaan arsip vilal dilaksanakan berdasarkan program arsip vital.

I'rogram arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat {1] meliputi :
a. ldentifilcasi:

b. Pelindungan dan pengamanan; dan

c.  Penyelamatan dan pemulihan,

Pemeliharaan arsip vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2}
menjadi tangeung jawab pimpinan unit pengolah,

Ketentuan lebih lanjut mengenai program arsip vital ditctapkan oleh pimpinan
pencipta arsip berdasarkan pedoman vang ditctapkan oleh Kepala ANRI.

Pasal 25

Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan pemusnahan arsip wajib disimpan oleh
pencipta arsip.
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Arsip yang tercipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kepurusan pembentukan panitia penilai arsip;
b. Notulen rapat panitia penilai arsip pada saal melakukan penilaian:

¢. Burdl perimbangan dari panitia penilai arsip kepada pimpinan pencipta
arsip yang menyatakan bahwa arsip yvang diusulkan musnah dan telgh
memenuhi syarat untuk dimusnahkan;

d.  Sural persetujuan dari pimpinan pencipta arsip;

Surat persetujusn dari kepala anri untuk pemusnahan arsip vang
memiliki retensi sckurang-kurangnya 10 {sepuluh) tahun;

f.  Keputusan pimpinan pencipta arsip tentang penctapan pelaksanaan
pemusnabian arsip;

€  Berita acars pemusnahan arsip; dan
h. Daftar arsip yang dimusnahkan.

Arsip schagaimana dimaksud pada avat [2) diperlakukan schagai arsip vital.

Berita acara dan daftar arsip vang dimusnahkan ditembuskan kepada Kepala
ANRI.

Pasal 26
Arsip yvang tercipta dari pelaksanasn penyerahan arsip meliputi :
2. Keputusan pembentukan panitia penilai arsip;
b,  Notulen rapat panilia penilal arsip pada saat melakukan penilaian;

e Surat pertimbangan dari panitia penilai arsip kepada pimpinan pencipta
arsip yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan untuk diserahkan
dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan:

d.  Surat persctujuan dari kepala lembaga kearsipan:

Sural pemyataan dari pimpinan pencipta arsip bahwa arsip vang
diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan;

f. Keputusan pimpinan pencipla arsip tentang penetapan pelaksanaan
penyerahan arsip statis;

g. Berita acara penycrahan arsip staiis, dan
h. Dafiar arsip statis yang diserahlkean,

Arsip sebagaimana dimaksud pada ayal (1) wajib disimpan oleh pencipta arsip
dan lembags kearsipan serta diperlakukan sebagai arsip vital.

Pasal 27
Pemeliharaan arsip inaktf menjadi tanggung jawahb kepala unit kearsipan.

FPemeliharaan  arsip inaknf dilakokan  melalui  kegiatan penataan  dan
PENVIMIPATLAL.

Pasal 38

Penataan arsip inaktf scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
dilabukan berdasarkan asas asal-usul dan asas aturan asli.
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Penataan arsip inaktif pada unit kearsipan dilaksanakan melahii kegiatan :
a. Pengaluran hsik arsip;

b,  Pengolahan informasi arsip; dan

v. Penyusunan daftar arsip inalrif,

Daltar arsip inaktf sckurang-kurangnya memuat ¢
Aa.  Pencipta arsip;

b, LUinit pengolah;

C Nomor arsip,;

d.  Kode klasifikasi,

e.  Uraian informasi arsip;
f. Kurun walkta:

g Jumlah; dan

h. EKeterangan.

Penataan arsip inaktif dan pembuatan daftar arsip inaktf menjadi tanggung
jawab Kepala Unit Kearsipan.

Paszal 29

Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan
media arsip.

Pemindahan arsip inaktil sebapauimana dimaksud pada awvat (1} dilaksanakan
melalui kepatan :

a.  Penyeleksan arsip malktif;
b.  Pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan; dan
c.  Penataan arsip inaktifl yvang akan dipindahlan.

Pasal 30

Pemindahan arsip inaktf di lingkungan pemerintahan daerah dilakukan

sebagai berikut ;

2 Pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh)
tahun dilakukan dari unit pengolah ke unit kearsipan di lnpkungan
perangkat daerah atau penyclenggara pemerintahan daerah; dan

b. Pemindehan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) tahun dilakukan dar pencipta arsip di lingkungan perangkat
daerah alau penyelenggara pemerintahan daerah ke lembaga kearsipan
daerah,

Pemindahan arsip inaktf di linglungan persuruan tinggl negeri dilakukan

schagai berikut :

a. Pemindahan arsip inaktf yang memiliki retensi di bawah 10 [sepuluh)
tahun dilakukan dari unit pengolah ke unit kearsipan di lingkungan
satlan kerja rcktorat, fakultas, atau satuan kerja dengan sebutan laing
dan

b. Pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sckurang-kurangnya 10
{sepuluh} tahun dilakukan dari unit kearsipan di lingkungan satuan kerja
rektorat, fakultas, atau satuan kerja dengan sebutan lain ke lembaga
kearsipan perguaruan tinggi,
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Paragraf 2
Penyusutan Arsip Dinamis

Paszal 31

Penyugutan arsip scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huaruf c,
dilaksanakan olch pencipta arsip berdasarkan JRA,

Setiap pencipla arsip wajib memilikd JRA substansif yang disusun berdasarkan
pedorman relensi arsip berstandar nasional.

JRA sebagaimans dimaksud pada ayat (2} ditelapkan oleh Walikota setelah
mendapal persetujuan dar Kepala Arsip Nasional Republik Indoncsia.,

Penyusutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan pencipta
arsip, masyarakal, bangsa dan negara.

Penyusunan (JRA substantif pencipta arsip dilaksanakan oleh pencipta arsip
bersama Lembaga Kearsipan Daerah,

Penyusunan JRA fasililatil pencipta arsip dilaksanakan olch Lembaga
Kearsipan Daerah,

EKetentuan lebih  lanjut mengenai JRA substantil dan  fasilitatif, serta
mekaniame dan lala cara penyusutan arsip diatur denpan Peraturan Walikota,

Pagal 32

Kepatan penyusutan arsip meliputi ;

.
b.

(1}

()

(3]

{1}

Pemindahan arsip inalktif dad unit pengolah ke unit kearsipan;

Pemusnahan arsip yang tclah habis retensi dan yang tidak memiliki nilai guna
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dun

Penyerahan arsip stalis oleh pencipta arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah.

Paszal 33
Permmusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hurof b, menjad;
tanggung jawab pimpinan pencipta arsip.
Pernusnahan arsip dilakukan terhadap arsip vang:
a. Tidak memiliki nilai guna;

b,  Telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan
JHEA:

c. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
d. Tidak berkailun dengan penyelesaian proses suatu perkara.

Dalam hal arsip belum memenuhi scmua ketentuan sebagaimana dimalksud
pada ayat (2), retensinya ditentulkan kembali oleh pimpinan pencipta arsip,

Pasal 34

Prosedur permusnahan arsip berlaku ketentuan sebagai berikuat -
a. Pembentukan panitia penilai arsip;

b, Penyeleksian arsip berdasarkan ketentiusn scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayal (2] huruf &;

¢.  Pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis di unit kearsipan;
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d.  Penilaian oleh panitia penilai arsip;

¢.  Permintasan persciujuan darl pimpinan pencipta arsip;
[. Penetapan arsip vang akan dimusnahkan; dan

g. Peclaksanaaan pemusnahan :

1, Ddlakukan secara total sehingga fisik dan informasi arsip musnah
dan tidak dapat dikenali;

2. Dizaksikan oleh sekurang-kuranpgnyva 2 [dua) pejabat dao unit
hukum dan/fatau pengawasan dari lingkungan pencipla arsip yang
berzangkutan; dan

3. Dhsertan penandatanganan berita acara vang memuat daftar arsip
vang dimusnahlkan.

Eetentuan mengenal  pelaksanaan  prosedur  pemusnahan  sebagsimang
dimaksud pada avat (1} diatur dalam Peraturan Walikota.

Pazal 35

Pemusnahan arsip scbagaimana Pasal 32 hurof b, di lingkungan pemerintah
daerah yang memiliki retensi di bawah 10 {sepuluh) tahun ditetapkan oleh
pimpnan perangkat daerah atan penvelenggara pemerinlah dacrsh sclelah
mendapat

#, Pertimbangsn tertulis dari panitia penilai arsip; dan

b. Persctujuan tertulis dari walikota.
Prlaksanasn pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi tenggung jawah unit kearsipan pada
perangkat daerah dan Lembage Kearsipan Daerah.

Pasal 36

Pemusnahan arsip sebagaimana Pasal 32 huruf b, di Hngkungan pemerintah
daerah yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (scpuluh] tahun
dilelapkan oleh Walikota setelah mendapat ¢

4. Periimbangan tertulis dari panitia penilai arsip; dan
b, Persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indoncsia.,

Pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah dacrah scbhagaimana
dunaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawah Lembaga Eearsipan Daerah.

Pasal 37

Penverahan arsip olch pencipta arsip kepada Lembaga Kewrsipan Dacrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruaf o, dilakukan terhadap arsip
YHTIE:

4.  Memibik nilal puna kezejarahan.

b. Telah habis retensinya; dan/atau
<.  Berketerangan dipermanenkan sesuai JRA pencipla arsip.

Penyerahan arsip schagaimana dimaksud padsa aval (1) wajib dilaksanalkan oleh
OPD dan BLUMD,
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Pergluruan lings yvang kegiatannya dibiayai dengan angpgaran APBD dan/atau
bantuan luar negeri yang Dbelumn mempunvai lembaga kearsipan  wajib
menyerahkan arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah.

Penyerahan arsip sebagaimana dimaksud pada avat (1) menjadi tanggung
jawab pimpinan pencipta arsip.

Pasal 38

Arsip yang diserahkan oleh pencipts. arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah
harus merupakan arsip yang autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan.

Dalarn hal arsip yang diserabkan tidak autentik maka pencipta arsip
melakukan autentikasi.

Apahila pencipta arsip tidak melakukan autentikasi sebagaimana dimaksud
pada aval (2] lembaga kearsipan daerah berhak untuk menolak penverahan
arsip.

Dalam hal arsip yang tidak diketabu penciptanya maka autentikasi dilakukan
oleh lembaga kearsipan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara, prosedur dan mekanisme pemindahan,
pemusnahan dan penyerahan arsip diatur dalam Peraturan Walikola,

(1}

(2]

(3)

(4]

Bagian Ketiga
Pengelolaan Arsip Statis

Paragraf 1
Aluisisi Arsip Statis
Pasal 40
Lembaga Kearsipan Dacrah melakukan akuisisi arsip statis vang memilild nilai
guna bagi Pemerintah Daerah.

Akuisisi Arsip Statis dilakukan melalui verifikasi sccara langsung maupun
tidak langsung,

Verifilkasi Arsip Statis scbagaimana dimeksud pada ayat {1) menjadi tanggung
jawab Lembaga Kearsipan Dacrah.

Apabila dalam melakukan verifikasi terhadap Arsip vang tidak memenuhi

kriteria sebagai Arsip Statis, kepala Arsip Daerah berhak menolak Arsip vang
alan diserahkan.

Pagal 41

Prosedur akuisisi arsip statis dilaksanakan melalui kegiatan -

a.
Lr.

o

Monitoring terhadap fisik arsip dan daftar arsip statis;

Melaknkan wverifikasi terhadap daftar arsip statis oleh Lembaga Kearsipan
Dacrah;

Menectapkan status arsip statis oleh Lembags Kearsipan Daerah:
Persetujuan untuk menyerahkan oleh pencipia arsip;
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Penetapan arsip stafis yang diserahkan olch pimpinan pencipta arsip; dan

Pelaksanaan serah terima arsip statis oleh pencipta arsip kepada Lembaga
Kearsipan Daerah disertai dengan berita acara den daltar arsip statis vang
diserahkan.

Pasal 43

Peclaksanaan akuisisi arsip statis dituangkan dalam berila acara scrah terima
dan daftar arsip statis.

Berita acara serah terima arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Kearsipan Daerah dan pimpinan
pencipta arsip atay pihak yang mewakili,

Berita acara serah terima arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sckurang-lurangnya memuat :

4. Waktu serah terima;
b. Tempat;
e, Jumlah arsip;
Tanggung jawab dan kewajiban para pihak; dan
¢. Tanda tangan para pihak.

Daftar arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayal (1) disusun oleh pencipta
arsip sckurang-kurangnya memuat @

a. Pencipta arsip;

b. Nomor arsip;

c. HKode klasifilkasi:

d. Uradan infortmasi arsip;
c. EKurn walot;

f.  Jumlah arsip statis; dan

g. Keterangan.

Paragraf 2
Pengolahan Argip Statis

Pasal 43

Pengolahan arsip statis dilaksanakan berdesarlan asas asal usul dan asas
aturan asli serta diskripsi arsip statis.

Pengolahan arsip statis dilaksanakan melalui kegiatan
a,  Menata informasi arsip statis;

b, Menata hisik arsip statis; dan
¢. Penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis,

Sarana bantu temu balik schagaimana dimaksud pada ayat (2] huruaf ¢
mcliputi guide, daftar arsip statis dan inventaris arsip.

Dallar arsip statis sebagaimana dimaksud pada avat [3) sckurang-kurannya
el ;

fa. Penripta arsip;
b,  Nomor arsip;
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(2)

(3)

&

{1}

(2]

(3]
(4]
15}

(B}

(1}

c. EKode klasifkasi;
d. Uralan informasi arsip;
e. Kurun waktu,
[. .Jumlah arsip; dan
g. Keterangan.
Paragraf 3
Preservasi Arsip Btatis
Pasal 44

Preservasi Arsip Statis adalah usaha perbaikan kcadaan fisik arsip yang
dilalukan untuk menjamin keselamatan dan kelestarian Arsip Statis.

Preservasi Arsip Statis schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secars
preventif dan kuratif.

Preservasi Arsip Statis dengan cara prevenbf sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} dilakukan dengan ¢

a. Penyimpanan;

b. Pengendalian hama terpadu;

c. Reproduksi; dan

d. [erencanasan dan menghadapi bencana.,

Prescrvasi Arsip Statis dengan cara kurabf scbagaimana dimaksud pada avat

(2} dilakukan melalul perawatan Arsip Statis dengan memperhatikan
kebutuhan informasi yang dikandung dalam Arsip Btatis.

Pazal 45
Pelaksanasn preservasi arsip statis melalul reproduksi dilaksanakan dengan
melakukan alih media.

Alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
memperhatikan kondisi fisik dan nilai informasi.

Lembaga kearsipan dacrah membuat kebijakan alih media arsip.
Araip stahs hasil alih media diautentikasi oleh pimpinan lembaga kearsipan.

Alih media schagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan arsip stabs
dalam bentuk dan media clektronik dan atau media lainnya sesual dengan
aslinya.

Arsip yang telah dialihmediakan tetap disimpan untuk kepentingan pelestarian
dan pclavanan arsip.

Paragraf 4
Akses Arsip Statis

Pasal 46

Altses arsip slalis dilaksanakan dalam rangka pemanfasatan, pendayagunaan,
dan pelayanan publik,
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(3

)

(1)
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Akses arsip statis untuk kepentingan pengguna arsip dijamin oleh Lembaga
Kearsipan Dasrah.

Untuk menjamin kepentingan  akses arsip statis lembaga kearsipan
menyediakan prasarana dan sarana.

Akses arsip statis dilaksanakan dengan mempertimbanglan ¢
a. Prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip statis; dan

b. Sifat keterbukaan dan ketertufupan arsip sesuai dengan kctentusn

Peraturan perundang-undangan.
Alcses arsip statis dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronilk.

Pasal 47

Apabila akses terhadap Arsip Stalis yang berasal dari Pencipta Arsip terdapat
persyaratan tertentu, akses dilakukan sesuai dengan persyaratan dari Pencipta
Arsip vang memilila arsip tersebut.

FPersyaratan tertentu sebagaimana dimaksud peda ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Autentikasi Arsip

Pasal 48

Untuk mendukung terwujudnya pengelolasn Arsip, Pencipta Arsip dan Lembaga
Kearsipan Daerah dapat melakukan alih media dan aulentikasi Arsip vang
dikelolanya.

(1]
(2]
(3}

(1)

(<)

(=)

Pasal 49

Autentikasi arsip dilakukan terhadap arsip slatis dan arsip hasil alih media
terhadap arsip dinamis dan arsip statis untuk menjamin keabsahan arsip.
Autentikasi terhadap arsip statis scbagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan oleh LKD.

Ketentuan mengenai autentisitas arsip statis vang tercipla secara elektronik
dan /atau hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapal
dibuktikan sesuai dengan ketentuan peraturan petundang -undangan.

Pasal 50

LKD berwenang melakukan awtentikasi arsip statis dengan  dukungan
pembuktian.

Untuk mendukung kapabilitas, kompetensi, serta kemandivian  dan
integritasnya dalam melakukan lungs dan lugas penelapan aulentisitas suat
arsip statis, LK1} harus didukung peralatan dan teknologi vang memadai,

Dalam menetapkan autentisitas terhadap arsip hasil alih media sebagaimana
dimaksud pada ayal (1), LKD dapat berkoordinasi dengan pihak yang
mempunyvei kemampuan dan kompetensi.
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BAEB V
PENGEMBANGAN EUMBER DAYA MANURIA

Pasal 51

Pemerintah daerah mengangkat BDM bidang Lkearsipan sesual dengan
kebutuhan yang meliputi

a. Pejabat struktural dibidang kearsipan;
b, Arsiparis; dan
c. Funpgsional umum dibidang kearsipan.

Pengembangsn 5DM ditujukan kepada Arsiparis dan  tcnaga pengelola
kearsipan yang memiliki kompetensi dan profesionalitas dibidang kearsipan.

Dalam hal i Lembaga Kearsipan Dacrah atau unit kearsipan belum memilila
arsiparis maka pengelolaan arsip dapat dilaksanakan oleh tenaga pengelola
arsip atau fungsional umum di bidang kearsipan.

Getiap OFD harus mempunyal arsiparis dan/atau tenaga pengelola kearsipan.

Pemenntah Dacrah melaksanakan pengembangan SDM kearsipan, melala :

a. penpgembangan  kompetensi dan  profesionalitas  arsiparis dan  tenaga
pengolah kearsipan; dan

b. pecoyediaan jaminan keschatan dan tunjangan profesi untuk sumber daya
kearsipan.

BAB VI
SARANA DAN PRABARANA

Pasal 52

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas tersedianye sarana den prazarana
kearsipan dengan mengatur standar kualitas dan spesifikasi sesual dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1)

[2)

()

(1)

Pasal 53

Pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan Deerah menyedialkan prasarana dan
sarand Kearsipan sesual dengan standar kearsipan untuk pengeloloan arsip
dinamis dan arsip statis.

Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipaazi :

a. Gedung;

b,  Ruangan; dan

c.  Peralatan.

Praszarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi
persyaratan pengaturan lokasi, kontraksi, tata ruangan gedung dan ruangan
penyimpanan Arsip serta spesifikasi peralatan pengelolaan Arsip.

BAR VII
FERELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Pazsal 54

Argip yang tercipta dan keglatan OPD dan kegiatan yang menggunakan sumber
dana APBD dinyatalkan schagal arsip milik daerah.
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(3)
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(3]

Setiap orang dilarang menguasai dan/atan memiliki Arsip milik Daerah untuk
kepentingan sendin alau orang lain yang tidak berhak.

Pasal 55

Pemerintah Dacrah menyelenggarakan perlindungan dan penvelamatan arsip
vang keberadasnnya di dalam maupun di luar daerah, sebapai bahan
pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan herhangsa dan bernegara.

Pemerintah Daerah secars khusus memberikan  perlindungan dan
penvelamatan arsip scbagaimans dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan
dengan kependudukan, kewilayvahan, perbatasan dengan daerah lain,
perjanjian internasional, kontrak kerja dan masalah-masalah Pemerintah
Daerah yang strategs.

Pemerintah Dacrah menyelenggarakan perlindungan dan  penyelamatan
termasuk pemulihan arsip akibat bencana vang tidak dinyatakan sebagai
bencana nasional, bencana alam, bencana sosial, tindakan kriminal serta
tindakan kcjahatan vang mengandung unsur sabotase, spionase dan terorisme.

Perlindungan dan penyelamatan Arsip dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh
Pencipta Arsip dan pihak terkait,

Perlindungan dan penyelnmatan Arsip akibat bencana yang lidak dinyatakan
asebapgai bencana nasional dilaksanakan oleh Pencipta Arsip dan/atau Lembaga
Kearsipan Daerah yang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana
Daeral.

Pasal 56

Pencipta arsip dapat menutup akscs atas arsip dengan alasan apabila arsip
dibuka untuk umum dapat :

a. Menghambat proses penegakan hukum;

bh.  Mengpangp kepentingan perlindungan hak atas kekuayaan intelekiual dan
polindungan dari persaingan usaha tdak sehat;

.  Menpungkapkan ist akta autcntk yang bersiat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat sescorang kecuali kepads vang berhak secara
hulmimg

d. Menpungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
Menpungkapkan surat-surat vang menurul sifainya perlu dirahasiakan.

Pencipta arsip wajib menjaga  kerahasiaan  arsip lertulap sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}.

Pencipta arsip menentukan proscdur berdasarkan standar pelayanan minimal
serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip.

Pasal 57

Dalam hel terjad] penggabungan dan/atau pembubaran suatu perangkat daerah
termasuk kelurahan dan UPTD, Pemerintah Dacrah menpgambil tindakan untulk
melabukan upaya tindakan untuk melakukan upava penyclamatan Arsip dan
perangkat daerah termasuk kelurahan dan UPTD tersebut.
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BAB VIII
SIKD dan JIKD

Pasal 58

Pernerintah Daerah melalui Lembaga Kearsipan Daerah memanfaatkan dan
mendayaguinakan teknnlogl informasi dan komunikas: dalam penyelenggaraan
kearsipan dengan membuat jaringan informasi kearsipan daerah.

Pemanfaatan dan  pendayagunaan  telknologn mformast dan komunikas
schapgnimana dimaksud pada ayval (1) dilakssnakan denpuan lelap menjags
keamanan, kesclamatan dan keautentikan informasi.

Pasal 59

LED merjamin kemidahan, kecepatan dan ketepalan akses arsip bapd
kepentingan  pengguna arsip denpan menggunakan  peralatan  teknologi
informast dan komunikasi yang dilaksanakan sesuai konfgurasi pusal dals
LK.

Dalam konfigpurasi pusat data arsip dinamis, berlaku sisiem akses arsip
tertutup dan /atau terbatas.

Dalam konfigurasi pusat data arsip statis di LKD, berlaku sistemn alaes arsip
ierbuka.

Fasal 60

Pengelolaan pusat data arsip terpusat pada LKD), terdiri dard :

.

h.

.

(1)

()

(1)

Pusat data arsip inaktif vang memiliki retensi paling singkat 10 (sepuluh)
tahun:

Pusal data arsip vilal; dan

Pusat data arsip stalis.

Pasal 61
Dalam pemanfaatan arsip statis, LKD menggunakan JIKD untuk :
a. Memudahkan akses dan pencarian serta penelusuran arsip statis;
b.  Meningkatkan pemberian layanan penggunaan arsip statis; dan
¢. Meningkatkan penyebarluasan  dan pemahaman  pengetabuan i
bidang kearsipan.

Dalam rangka penyelenggaraan JIKD, LKD bekerja sama dengan OPD, BUMD,
Lembaga  Pendidikan, perusahaan, organisasi  politik, organisasi
kemasyarakatan dan perorangan.

BAB IX
LAYANAN JASA KEARSIPAN

Paszal 62

Pemerintah  dacrah melalai Lembaga  Kearsipan Daerah  melaksonokean
pelavanan jasa kearsipan kepada :

a. [Pemerintah daerah termesuk kelurahan dan UPTD;
b. BUMD;
., Chrganisasi politik;
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(1}

(2]

(3]

(4)

(1)

d. Organisasi kemasyarakatan;

#. Lembaga pendidikan; dan

[. Perseoranpgan,

Jenis pelayanan jasa kearsipan meliputi :
a. Konsultasi dan asislensi;

b, Penelitian dan penelusuran;

¢, Pembenahan dan penataan arsip;
d. Penggandaan dan alih media arsip;
Peminjaman arsify;

Penyimpanan arsip;

Perawatan dan reproduksi arsip;
Publikasi arsip; dan

Bimbingan dan pelatihan kearsipan.

= T

—-
"

BAB X
EERJA SAMA, PARTISIPAS]I MASYARAKAT DAN SOSIALISASI

Bagian Pertama
Herjasama
Pasal 63

Lembugn Kearsipan Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain
peneipla arsip.

Dalam hal penyelamatan arsip pemilihan umum, LKD melakukan kerjasama
dengan Komisi Pemilihan Umum Kola dalam penyimpanan arsip stabis
penvelengearasan pemilihan wmum anggota DPRD serta Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Dacrah.

Dalam hal penyelamatan arsip vang terkait dengan pemberian hibah, bantuan
sosial atau bantuan keuangan Pemerintah Daerah, LKD melakukan kerjasama
dengan (OPD terkait penerima hibah, penerima bantuan sosial atau penerimsa
bantuan keuangan dalam penyimpanan arsip statis penyclenggaraan kegiatan
teraebut.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dan ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baglan Kedua
Partisipas] Masyarakat

Pazal 64

Pemerintah daerah melalui Lembaga Kearsipan Daerah memberi peluang pads
masyaralat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kearsipan,
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Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan
dalam bentulk :
a, Pengelolaan arsip dinamis yang diciptakannya;

b, Penyelamalan arsip dan bencana alam, bencans sosial, perang, sabotase,
spionase dan lerorisme melalui koordinasi dengan lembaga terkait;

.  Menyerahkan arsip-arsip yvang dimiliki yvang bernilai guna ringgi kepada
lembaga kearsipan daerah;

Pemanfaatan dan penggunasn arsip;
Penyediaan sumber daya pendulkung;
Penyelenggaraan pendidilkan dan pelatihan kearsipan;

Sosialisasi kearsipan;

Tm oo oa

Melaporkan kepada dinas kearsipan dan  perpasiakaan  apabila
mengetahui terjadinya penjualan, pemusnahan, perusakan, pemalsuan,
dan pengubahan arsip tanpa melalui prosedur vang dibenarkan olch
peraturan perundang-undangan,

i Menggalang dan ateau menvumbangkan dana unbuk penyelengearan
kearsipan:

Membentuk forum komunikasi masyvarakat di mdang kearsipan;

]

k. Menjadi sukarelawan dalam pengelolasn dan penyelamatan arsip sesuad
dengan kompetensi vang dirmilikinys; dan

k Penyampaian aspirasi.

Dalam menjalankan partisipasi sebagaimans dimaksud, masyarakat dan
organisasi profesl dapat memanfeatkan langgung jawab sosial perusahaan
sccara mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Lembaga Kearsipan Daerah dapal mengikulsertaksn masyarakat dalam
kegiatan periindungan, penyelamatan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan imbalan kepads anggota masyarakat
yvang berperan serta dalam penyerahan arsip yang masuk dalam kategor Daftar
Pencarian Arsip.

Pemenntah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau imbalan kepada
anggota masyarakat atau lembaga yang berperan serta dalam penyclenggaraan
kearzipan.

Ectentuan lebih lanjut mengenai pemberian imbalan sebagaimana dimnaksud
pada ayat [3) diatur dalam Peraturan Waliloota.

Baglan Ketiga
Sosialisasi

Pasal 66
LKD) menggiatkan sosialisasi  kearsipan dalam rangka mewujudkan
masyarakat sadar arsip.

Sosgiglisasn kesrsipan sebagaimana dimeksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pendidikan, pelatihan, bimbingan dan penyuluban serta melalui penggunaan
berbagal sarana media komunilcasi dan informasi.
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(3} Sosialisasi kearsipan schagsimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada
pencipta arsip.

(4} LKD dapat menycdiakan layanan informasi arsip, konsultasi dan bimbingan
hagi pengelolaan arsip masyarakat.

BAB X1
PENDANAAN

Paszal 67

{1] Pendanaan schagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, dapat berasal dari ;
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/alau

b, Sumber pendanaan lain vang sah dan tidak mengikat.

(2) Pendanaan penvelenpgaraan kcarsipan sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pendanaan untuk perumusan dan penetapan kebijakan, pembinaan
kcarsipan, pengelolaan arsip, peneliian dan pengembangan, pengembangan
sumber daya manusia, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan,
penyediaan jarninan keseharan, tambahan tunjangan sumber daya manusia
kearsipan, seria penyediaan prasarana dan sarans.

{3] Penvusunan program penyelenggarsan kearsipan dalam rangka pengajuan
pendanaan sebagaimana dimaksud pada avat (2} menjadi tanggung jawab LED
dan unit kearsipan pada pencipta arsip sesuad dengan funpsi dan tugasnya.

Pasal 68

(1} Pendanaan dalam rangka pelindunpan dan peoyelamsalan arsip akibat
bencana memjadi langgung jawal LKD dan pencipta arsip.

(2) Pendanaan sebagaimena dimaksud pada avat {1)], meliputi pencegahan
kerusakan arsip akibat bencana serta penyelamatan dan pemulihan arsip
alabal bencana.

i3] Pendanaan dalam rangka pelindungan dan penyelamatlan arsip sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1} dan ayat (2], dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 69

LKD dapat mengalokasikan pendanaan untuk penghargaan dan/ateu imbalan
kepada angpota masyvarakat atau lembaga yang berperan akll dalam kegialan
pelindungan dan penyelamatan arsip serta penyerahan arsip yang termasuk dalamn
kategori DPA.

BAB XII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pagal 70

Pengendalian kearsipan dilaksenakan oleh LKD melalui kegiatan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan.

Pasal 71

(1} LED} danfatau unit kearsipan melakukan pengawasan atas pelaksanaan
penyelenpoaraan kearsipan.
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Pengawasan atas penyelenggaraan kearsipan dilingkungan OPD, dilaksanakan
oleh Tim Pengawas Kearsipan [nternal yang dibentulk oleh Walilota.

Pengawasan atas penyclengsaraan  kearsipan  di lngkungan BUMD,
dlakzanakan oleh Satuan Pengawas Internal BUMD.

Pasal 72

Ketentuan lebih lamjut mengenal pengendalian dan pengawasan diatur dalam
Peraturan Walikota.

BAE XII1
LARANGAN

Pasal T3

Setiap orang dilarang :

il

b
£
d

L e o |

(1)

(2]

13

(1}

Menguasai dan/atau memiliki arsip daerah;

Menyediakan arsip dinamis kepada pengpuna arsip yang tidak herhalk;
Tidak menjaga keulithan, keamanan dan keselamatan arsip milik daerah;
Tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan;

Tidak menjaga kerahasiaan arsip lertutup;

Memusnahkan arsip diluar prosedur yang benar,

Memperjualbelikan atau menyerahkan arsip vang memiliki nilai guna
kesejarahan kepuda pihak lain diluar yang telah ditentukan ;dan

Tidak menyerahkan arsip vang tercipta dari kegiatan vang dibiaval dengan
anggaran Negara dan anggaran dacrah,

BAE XIV
SANES]I ADMINISTRATIF

Pasal 74

Pejabat dan/fatau pelaksana didalam atan diluar linglungan OPD dan BUMD
vang melangar ketentuan sebapuimana dimaksud Pasal 14 avat (1) dan [4),
Pasal 13 avat (2) dan (4), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayvat {2}, Pasal 31 ayat (2},
Paszal 37 ayat [2) dan (3], Pasal 49 ayai (1) dan Pasal 56 ayat (2) dikenal sanksi
admimstratif,

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebapaimana dimaksud
pada ayat (1) dilinglungan OPD dan BUMD diatur dengan Peraturan Walikota.

Pelaksanasn ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud puda ayat
(1) diluar OPD dan BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal TS

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap

pelanggaran  ketentuan  dalam  Peraturan Daerah  ini dan  keteotuan

Eﬂhﬂgﬁiﬂltﬂlﬂ. dimeaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana vang
erlaku,
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(2) P;t:fﬁdjk sebagaimana dimaksud pada ayat (1] adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah -
a.  Menerima, mencari, mengumpulkan den  menelit kcterangan atau

laporan berkensan dengan pelanggaran  ketentuan dalam Peraturan

Daerah ini agar keterangan alau laporan tersebut mcnjadi lengkap dan
jelas;

b.  Meneliti, mencari dan mengumpulkan  keterangan mengenai oTang
pribadi, atau badan tcntang kebenaran perbuatan yeng dilakukan
sehubungan dengan pelanggaran kctentuan dalam Peraturan Daerah ir;

C. Meminta keterangan dan bahan bukti dar orang pribadi atau badan
sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini:

d. Memeriksa buku-bulm, catatan-catatan dan dokumen-dekumen lain
herkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

e.  Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pernbukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serts melakukan penyitaan
tethadap bahan bukt tersebur:

f. Meminta bantuan tenega sahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

g, Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau  tempal pada saat pemeriksaan berlangsuny dan memeriksa
identitas orang dan/atan dokumen vang dibawa sebagaimana dimaksud
dalam huruf ¢;

h.  Mematret sescorang vang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam
Peraturan Dacrah ini:

L Memanggl orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangkys atau saksi;

J- Menghentikan penyidikan; dan
k. Mclakukan tindakan lain yang perlu untuk kclancaran penyidikan

terhadap pelangparan ketentusn delam Peraturan Daerah ind rpenuruat
Ectentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

{4] Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) memberitahukan dimulainya
Fenyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntul Umum
melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana vang berlakoa.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

(1} Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 73
diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 [enam) bulan ateu
denda paling banyak Rp. S30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kecuali
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(4] Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah pelanggaran.
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BAB XVII
EETENTUAN PERALIHAN
Pasal 77
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku -
a. Pmpinan unit kearsipan vang belum memilild kompetensi dibida i
: ng kearsipan,
letap melakaanalan tugas dan lungsi sebagal pimpinan unit kcérsipanlz;f;l

wajihl mtngﬂmtli pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan
kearsipan scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Unit kearsipan dan u1j_it pengolah vang belum memiliki arsiparis, untuk
semeniara tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam melaksansksn kegiatan
kearsipan :{]ﬂa]{saﬂakan oleh petugas yang ditunjuk pimpinan pencipta arsip
ﬂen p:mer;nteh dacrah wajib mencukupi kebutuhan akan arsiparis diunit

SArsIpEn dan unil pengolah sesual dengan ketentuan peraturan rundang-
undangan. 3 b

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 78

Peraturan pelaksanszan Peraturan Dacrah ini harus sudah ditetapkan paling lamhbat
12 {dua belas} bulan terhitung sejak Peraturan Daersh ini dinndangkan.

Pasal 79
Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar ﬂf:t.if_—?l_p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatatinya dalam Lembaran Daerah Kota Metro,

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 27 Apchs 2020
WALIEOTA METRO,

mﬁv‘—--p_

PAIRIN
Diundanskan di Metro
Pada tanggal 27 Agcde 2020
Plh. SERRET DAERAH KEOTA METRO,
-z
MISNAN
LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR ...

NOMOKR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, FROVINS! LAMPUNG: | Q271010 MTR 20:200;
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PENJELASAN
ATAS

FPERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR < TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintehan vang baik dan
bersih  fgood governance and clean government), maka penyelenggaraan
pemerintahan harus dilaksanakan melalui tata kelola ke pemerintahan berdasarkan
ketentuan peraluran perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan
yang baik. Salah satu produk yang dihasilkan dari penyelenggaraan pemerintahan
adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang diwujudkan dalam bentuk arsip.

Kcarsipan mempunysi peranan yang sangal sirategis dalam mewujudkan tertib
administrasi  pemerintahan  dan  peningkatan  kualitas  pelayanan  kepada
masyarakal. Dengan demikian, dalam upava mengantisipasi dinamika
perkembangan masyarakat, arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber
infortnasgl, acuan dan bahan pembelajuran bagi masyarekat. Disamping fungsi
pelayanan publik, arsip memiliki fungsi administrasi, legal, finansial, nset, edukasi
dan dokumentasi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah, BUMD, serta sctiap orang
danfatau  badan hukum yang melakukan kegialan penyclenggaraan  dan
pemanfaatan kearsipan yang berada dalam wilayah kewenangan Kota Metro, perlu
melaksanakan pengelolaan arsip yang tercipla sesuai dengan norma, standar,
proscdur  dan  kriteria  yang  ditetapkan  berdasarkan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

Pertanpgoungjawaban kepiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, BUMD
serta setiap orang dan atau badan hukum vang melakukan kegiatan
penyvelenggaraan dan  pemanfaastan kearsipan  vang  berada  dalam  wilayah
kewenangan Kota Metro diwujudkan dalam bentuk sisiern rekaman kegiatan
laklual yang autcntik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan. Untuk mewujudkan
pertanggungiawaban terschbut, dibutuhkan keberadaan sustu lembaga kearsipan
vang berfungsi dalam mengendalikan kebijakan, pembinaan dan pengelolaan
kearsipan, agar terwujud sistem penyelenggaraan kearsipan yvang komprehensil dan
terpadu. Dalam rangka mewujudkan sistcm penyelenggaraan kearsipan vang
komprehensif dan terpadu, perlu dibangun suaru sistem kearsipan daerah, meliputi
pengelolaan arsip dinemis dan pengelolaan arsip statis, Sistern kearsipan Dacrah
berfungsi menjamin ketersediaan arsip yeang autentik, terpercaya, utuh  dan dapat
digunakan serta mampu mengidentifikasikan keberadasn arsip yang memiliki
keterkaitan infurmasi scbagal satu keutuhan informasi pada semua organisasi
kearsipan,
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Berdasarkan latar belakang tersebut dan sejalan dengan Undang- Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2012 tentang Pelaksanean Undang-Undang Nomor 43 ‘lahun 2009 tentang
Kearsipan dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012 tentang
Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Penyelengparaan Kearsipan serta
perkembangan teknologl informasi dan komunikasi, perlu dibuat pengaturan

lentang penyelengearaan kearsipan di Deerah vang dimuat di dalam Peraturan
Daerabh.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan ini diharapkan dapat
memberikan kejelasan dalam pengaturannya, vang meliputi :

4.  Definisi dan batasan pengertian berkenssan dengan penyelenggaraan kearsipan:

b.  Maksud dan tujuan dibentukmya Peraturan Dacrah tentang Penyelenggaraan
Kearsipan,

C.  Asas-asas yang melandasi penyelenggaraan kearsipan;
d. Penyelenggaraan kearsipan daerah;

€. Penelapan kebjjakan kearsipan:
. Pembinaan kearsipan;

g,  DPengelolaan arsip;

h.  BIKK dan JIKK;

—-
H

Sumber daya pendukung;
Peran serta masyaralat;
k. Kerjasama dacrah;

.
[l

. EKctentuwan sanksi: dan

m. Pengawasan dan pengendalian,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jelas.
Pasal 2
Avat (1)
Yang dimaksud dengan “menjamin kepastian hukum® adalah bahwa
Peraturan Daerah ini memberi landasan hukuwm bagi semua aktivitas
penyelenggaraan kearsipan dan menjamin kepastian serta rasa aman
bagi para penyelengpara kearsipan.
Ayat (2)
Cukup jclas.
Pasal 3

Cukup jelas,
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, Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas *kepastian  hukum®™ adalah
penyelenggaraan  kearsipan  dilaksunakan berdasarksn  landasan
hukum dan selaras dengan  peraturan perutidansg-undangan,
kepatutan dan keadilan dalam kebijakan renyclenggara nepara, Hal
ini memenuhi penerapan asas supremasi hukum yang menvatakan

bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan Negara didasarkan pada
hulum vang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keautentikan dan kcterpercavaan”
adalah  penyelenggaraan hearsipan harus  berpegang pada  asas
menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan
scbagai bukt dan bahan akuntabilitas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan asas “keutuhan” adalah penyelenggaraan
kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dar upaya pengurangan,
penambahan dan pengubehan informasi maupun fisiknya yang dapat
menggangeu keautentikan dan keterpercayaan arsip.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "asal-usul” adalah asas yang dilakukan
untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam saty kesaluan pencipta
arsip (provenance], tidak dicampur dengan arsip yang berasal dar
pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks
penciptaannya.

IMurul e

Yang dimaksud dengan asas “aturan asli” adalah asas vang dilakukan
untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya
[original order] alau scsuai dengan pengaturan ketika arsip masih
digunakan untuk pelaksanaan kegialan pencipta arsip.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas *keamanan® adalah penyelenggaraan
kearsipan  harus  memberkan  jaminan  keamaman  arsip  dari
kermnungkinan  kebocoran dan  penyalahgunasn  informasi  oleh
pengguna vang tidak herhak.

Yang donaksud dengan asas “keselamatan® adalah penyelenggaraan
kearsipan harus dapat menjamin lersclamatkannya arsip dad
ancaman bahaya haik yang disebablen oleh alam maupun perbuatan
MAarisiE,
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Huruf g
Yang  dimaksud  dengan  asas  “*keprofcsionalan®  adalah
penyelenggaraan kearsipun harus dilakssnakan oleh sumber daya
manusia  yang profesional yang memiliki kompetensi dibidang
kearsipan.

Huruf h
Yang dimaksud dengan asas “keresponsifan® adalah penyelenggara
kearsipan harus tanggap atas permasalahan kearsipan maupun
masalab lain yang berkail dengan kearsipan, khususnya bila tegadi
suaiu schab kehancuran, kerusakan atau hilangnya arsip.

Huruf i

Yang dimaksud dengan AEAS “keanlisipatifan” adalah
penyelenggarasn kearsipan harus didasan pada antisipesi  atau
kesadaran terhadap berbagai  perubahan  dan  kemungkinan
perkembangan pentingnya arsip bagl kchidupan berbangss dan
bernegara. Perkembangan berbagai pcerubahan dalam
penyelenggaraan kearsipan antara lain perkembangan  1eknolog
inlormast, budaya dan ketataneparsan,

Huruf j
Yang  dimaksud dengan  asas  “keparlisipatifan®  adalah
penyelenggaraan kearsipan harus memberikan ruang untuk peran
serta dan partisipasi masyarakat di bidang kesrsipan.

Hurul k
Yang dimaksud dengan asas “akunlabilitas” adalah penvelenggaraan
kearsipan harus memperhatikan arsip scbagai bahan akuntabilitas
dan harus bisa mereflleksilkan kegiatan dan peristiwa yang direkam.

Huruf 1
Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah penyelengparaan
kearsipan harus dapat memberikan manfaat bag  kehidupan
bermasyarat, berbangsa dan bernepara.

Huruf m
Yang dimaksud dengan asas “aksesibilitas™ adalah penyelenggaraan
kearsipan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan dan
keterjangkauan bogi masyarakal untuk memanfaatkan arsip.

Huruf n
Yang dimaksud dengan  asas  “kepentingan  umum”™  adalah
penyclenggaraan  kearsipan dilaksanaksn dengan memperhatikan
kepentingan urmam dan tanpa diskriminasi,

Pasal o
Cukup jelas,
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Pasal &
Avat (1)
Culkup jelas.

Avat (2)
Huruf a
Cukup jclas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Hurf d
Cukup jelas.

Hunuil e
Culkup jelas.

Huruf f
Culup jelas,

Huruf g
Yang dimaksud dengan “pelindungan dan penyelamatan arsip”
adalah Daerah menyelenggarakan pelindungan dan penyelamatan
arsip yang dinyatakan scbagai arsip milik negara, baik terhadap
arsip yvung keberadaannya di dalam maupun diluar wilayah Negara
Kesaiuan Republik Indonesia sebagai bahan pertanggungjawabarn
nasional darl kemungkinan kehilangan, kerusakan arsip yang
thsehbabkan oleh faktor alam, biolog, Rsika dan tindakan terorisme,
spionase, sabotase, perang dun perbuatan vandalisme lainnya,

Pelindungan dan penyelamatan dilakukan baik bersilal preventif
maupun kuratif.

Huruf h
Culup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Pendanaan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kearsipan

dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD dan/atau
bantuan luar negeri.

Ayat (3)
Culaip jelas.

Pasal 7
Cukup jelas,

Pasal &
Cukup jelas.
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Fa=al 9
Cukup jelas.

Faszal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas,

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas,

Huruf
Yang dimaksud dengan sistem klasifikasi keamanan dan akses
arsip merupakan aturan permbelssan hak akses terhadap fisik

arsip dan informasinya sebagai dasar untuk  menentukan
keterbukaun dan kerahasiaan arsip dalam rangka melindungi hak

dan kewajiban pencipta arsip dan pengguna dalam pelayansn
arsip.
Avat (2]
Cukup jelas.
Axat (3
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jclas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas,
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Paszal 18

Klasifikasi keamanan dan akses arsip dilentukan berdasarksn sifat arsip
yang dapat diakses terdir atas ¢
a.  Arsip yvang bersifat rerbuka; dan

b.  Arsip yang bersifat terpuatup.,

Pasal 19
Cukup jelas,

Paszal 20
Awat {1)
Yang dimaksud dengan “registrasi® adaleh tindakan pencatatan
terhadap penciptaan arsip vang merupakan bagian dari tehapan
kegiatan pengurusan surat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Avat (3]
Cukup jelas.

Avat (4)
Yang dimaksud dengan “tindakan pengendalian® adalah suatu sarana
pencatatan yang dilalukan untuk mengetabui posisi dan tindak
lanjut dari arsip yang telah didistribusikan. Dilaloukan oleh unit
pengolah dan unit kearsipan sesuai kewenangan baik dengan sarana
manual maupun elektronik, Tindakan pengendalian merupakan
bagian tahapan dar kegiatan pengurusan surat,

Pasal 21
Culup jelas.

FPazal 22
Ayat (1)
Pengeunaan arsip dinamis dilakukan untuk memenohi kepentingan
dalam kegiatan perencanaun, pengambilan kepulusan, layanan
kepentingan publik, perlindungan hak atau penyelesaian sengketa.

Avar{2)
Tanggung juwab terhadap autentisitas arsip vang dibuat dibuktikan
dengan cara pemberian tanda langan atau paraf oleh pejabat yang
berwenang,

Avat [3)
Cukup jelas.
Aval [4)

Penggpunaan intermal dan kepentingan publik dapat dilalkukan melalui
penggunaan mlormasi arsip dalam SIKK dan JIKK,
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Ayal (3]
Alih - media  arsip  dilakukan  dalam rangka penyediaan arsip
dimaksudkan untuk memudahkan akses terhadap arsip.

Ayal {6)
Cukup jelas,

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “pengsuna vang berhak™ adalah seliap orang
atan badan hulum vang memiliki akses terhadap arsip yang
didalamnya terkandung informasi publik yang tidak dikecualikan
sebagaimana dimaksud  dalam undang-undang yang mengatur
tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 23
Ayal (1)
Cukuap jelas,

Ayat [2)
Culkup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Avat [4)
Alih media  arsip dalam  rangka pemelihargan arsip dinamis
dimaksudkan untuk menjaga keamanan, keselamatan dan keutuhan
arsip vang dialih mediakan.

Pasal 24
Pemcliharaan arsip vital menjadi satu kesatuan dengan sistem pengelolaan
arsip aktif. Program arsip vital dilaksanakan dalam satu kesatuan sistern
pencegahan dan penanggulangan bencana.

Pa=al 25
Cukup jelas,

Pasal 26
Cukup jclas.

Pasal 27
Culp jelas,

Pasal 28
Culuap jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
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Pasal 20
Culmup jelas.

Pasal 31
Culup jelas.

Pasal 32
Culcup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Culkup jelas.

Pasal 35
Culup jclas.

Pazal 36
Cukugp jelas.

PPagal A7
Culoup jolas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayal (1]
Culkup jelas.
Avat (2)
Pengrloluan  arsip  statis  dilakukan  dalam  rengka  menjamin
kesclamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional bagi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 40
Culkup jelas.

Pasal 41
Culkup jelas.

Pazal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Culkup jelas.
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Pasal 44
Cukup jclas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Culup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

Avat (1)
Cukup jelas.

Avat (2}
Cukup jelas,

Aval {3
Cukup jelas.

Avat (4]
Cultup jelas.

Avat (3]

Setiap penvelenggara sistem  kearsipan elekironik, mengopcrasikan

zistemn kearsipan elektronik vang memenuhi persyaratan minimum

sebagal berikut ;

a. Dapat menampilkan kembali informasi clektromik danfatau
dokumen elektronik sccars utuh sesuai dengan masa retensi yang
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

b. Dapal melindungi lketersediaan, keutuhan, keautcntikan,
kerahasioan dan  keteraksesan  informasi  elektronik  dalam
penyelenggaraan sistem elcktronik lersebnr;

c. Dapal beroperasi sesual dengan prosedur atau petunjuk dalam
penyelenpgaraan sistem elektronik terscbut;

d. Dilengkapi dengan prozedur atan petunjuk yang diumumbkan
dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipaharm oleh
pihak wang bersangkutan denpan  penyelenggaraan sistem
elektronik tersebut; dan
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e. Memiliki mekanisme vyang berkelanjutan  untuk menjaga
kebaruan, kejelasan dan Pertanggungiawaban prosedur atau
petunjuk.

Avat (6]
Cultup jelas.

Ayat (7]
Culkup jelas.

Ayat (8]
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Culiup jelas.

Fasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Aval {1]
SIKK wvang dikelola oleh SKPD wvang menyelenggarakan urusan
pemerintahan  di  bidang  kearsipan menggambarkan  informasi
pelaksanaan tupgas pemerintahan dari waktu ke walta,

Avat (2]
Cukup jelas.

Avat [3)

Culup jelas.
Ayat (4]

Cukup jelas.

Avat (D)
Cukup jelas.

Fazal 56
Cukup jelas.

Fasal 57
Cubup jelas.

Pasal &8
Cukup jelas.
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Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Avat (1)
Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah dalam melaksanakan
fungsi dan tugasnya arsiparis berpegang pada kompetensi yang
dimilikinys.,
Yang dimaksud dengan “independen” adalah bebas dari penpgaruh
pihak manapun dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan
pada kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ayar (2)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Fazsal &4
Cukup jelas.

Pasal &5
Cukup jelas.

Pasal H6
Culup jelas.

Pasal 67
Culiup j¢las.

Pasal 68
Culoup jelas.

Paszal 649
Cukup jelas.

Pasal 70
Culup jelas.

Panal 71
Culkup jelas.



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Pasal 72
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan *masyarakat” adalah sebagian, sekelompuk,
suatu komunitas tertentu dan/atau masyarakat wmum bak yang
terhimpun dalam susti wadah organisasi maupun yang tidak
terhimpun dalam organisasi.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas,

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “peran setta masyarakat di bidang
penyelenggarann pendidikan dan pelatiban kearsipan” adalab
masyarakat dapat membentuk lembaga pendidikan kearsipan,
baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan pihak
terkait.

Pazal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Culkup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Fagal 78
Cukup jelas.

FPasal 79
Cukup jelas.
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